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a. 	Emiten atan perusahaan publik ru:la1ah perserolln terbalas (tblc) yang melakukan 
pennww-rul Ilmmll kepadn publik atau perse.rollll yllllg sahrulluya telall dimiliki 
sekurang-kurllllgllya 300 (tiga fatus) pemegang saham d!UI memiliki modal disetor 
s~kuraug-kurrulg,tlya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Se.b~.lum 
melakukan go puhlik haruslah memenuhi kelayakau autara lain persyaratllll seBUm 
dengwl Undang-Undwlg No.8 Tahull 199.5. UlIrtuk itu perusall!lJlll yang akan go 
publik akan Jibrultu oleh pel~iruni!l emisi dalam rnelleutukan prolesi penUlljang 
gunll menilai kelnyakan perusahWllUlya Apabiln profesi petlllluwlg dalum 
membuat penilaianIlya dalam pemyataan penda1:\arau tidak proporsiollal dan 
profesional, maka profesi penm\iallg iui hams bertangsung jawab secara yuridis 
pada investor alas ioformasi yang menyesatkau yang dapat merugik!UI investor. 
Selru!iutnya paJa trump akhir dari prosedur drul kewajibllll perusahaan go publik 
setelah pemyataan pendafiaran efeldifadalah penawaran wnum. 
b. Jamiuml emite.ll tetilOOap keterbllkarul pOOa investor ditllt!iukkrul pacta 
saat sebelulll dan sesudah go pllblik. Kewajibllil emiten terhadap 
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keterbukaan mempunyai konsekwensi yuridis agar emiten mentaati 
sesuai dengan peraturan Pasar ModaL ApabiJa emiten dan profesi 
penunjangnya melakukan tindakan yang menutupi atas kerugian 
perusahaannya pada laporan keuangannya, maka apabila emiten 
terbukti melakukan pelanggaran tersebut dan merugikan investor, 
investor dapat menuntut gugatan perdata melalui sarana pasal 1 I 1 UU 
NO.8 tahun 1995 atau pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan apabila 
profesi penunjangnya terlibat maka Bapepam dapat menjatuhkan 
sanksi administrasi yang diatur dalam pasal 102 ayat 2 UU No.8 
Tahun 1995. 
2. 	 Saran 
a. 	 Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor merupakan jaminan 
keamanan atas investasinya. Namun demikian hukum yang 
menyangkut pasar modal di Indonesia saat ini belum sampai pula' 
ruang Iingkup pelindungan hukum yang mempunyai korelasi dengan 
kepastian hukum. Misalnya kcbcradaan prospektus yang mempunyai 
unsur mempengaruhi belum dapat dijadikan bukti autentik atas gugatn 
kerugian oleh investor. Kebanyakan emiten yang sahamnya telah 
terjual di bursa efek dapat menggunakan dana hasil dan penawaran 
untuk kepentingan di luar realisasi penggunaan dana untuk ekspansi 
perusahaan (sesuai prospektus). 
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b. 	 Penerapan sanksi pada pelanggaran di bidang pasar modal banyak 
dijatuhi sanksi administrasi yang berupa denda pada emiten atau 
pencabutan izin usaha pada profesi penunjang, sedangkan sanksi 
perdata atau sanksi pidana tidak pernah diterapkan. Dengan 
dibentuknya dua biro sebagai Law enforcement yakni Biro 
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum serta Biro Pemeriksaan dan 
Penyidikan diharapkan sanksi-sanksi perdata atau sanksi pi dana dapat 
ditegakkan untuk kepentingan perlindungan dan kepastian hukum 
bagi investor yang menderita kerugian. 
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